
 108 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku 

R.Subekti , Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 1992 

Hasanudin Rahman, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di 

Indonesia (Panduan Dasar: Legal Oficer), Jakarta, Citra Aditya Bakti, 1995 

Hasan, Djuhaendah, Hukum Jaminan Indonesia, Tanpa Kota Penerbit: 1998 

E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Cetakan Keenam), 

Jakarta, Ichtiar, 1999 

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Semarang: Aneka Ilmu, 2001 

Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004. 

Johanes Ibrahim, Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian 

Kredit Bermasalah, Bandung: Refika Aditama, 2004. 

M. Ali Boediarto, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum 

Acara Perdata Setengah Abad, Jakarta: Swa Justitia, 2005 

Satrio, J., Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2007 

Enny Purnomo Ahyani, Dampak Disahkannya Konvensi Cape Town 2001 

Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) Pesawat di 

Indonesia, Depok, Fakultas Hukum Universtas Indonesia, 2007 

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik terhadap Undang – 

Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bandung, Refika 

Aditama, 2008 



 109 

Sembiring, Sentosa, Hukum Perbankan, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008 

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: 

Grafindo, 2008 

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 

2009 

H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010 

Hartanti Suliandri dan Nisya Rifiani, Prinsip-prinsip dasar Notaris, Jakarta: Dunia 

Cerdas, 2013. 

Santosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi, Bandung, Mandar Maju, 2014 

Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku 

Kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016 

Urip Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perspektif Regulasi, Wewenang, dan 

Sifat Akta, Jakarta: Prenadamedia, 2016 

Soegeng, wartini, Pendaftaran Kapal Indonesia, Bandung: PT Eresco, 2018 

Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Cetakan ke-4, Purwokerto, PT. 

Citra Aditya Bakti,. 2019 

 

Peraturan Perundang-undangan 

Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (UUPA). 

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

beserta Benda – benda yang Berkaitan dengan Tanah 



 110 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5491. 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan 

Kebangsaan Kapal 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Keempat Atas 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 

Jurnal Ilmiah 

Juwana, Hikmahanto, Kewajiban Negara Mentransformasikan Ketentuan 

Perjanjian Internasional ke dalam Peraturan Perundang – undangan : 

Studi Kasus Keikutsertaan dalam Cape Town Convention, Jurnal Hukum 

Bisnis : Volume 28 Nomor 24, Tahun 2009, hlm 51 – 57 

Tsani, Lina Kamilah, Keabsahan Pendaftaran Kapal sebagai Objek Jaminan 

Hipotek, Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora : Vol. 3, No. 1, 

Maret 2024 

Silviana, Ana, “Fungsi Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) dalam 

Pemberian Hak Tanggungan (Studi Perspektif UU No 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan Beserta Benda – Benda yang Berkaitan dengan Tanah), 

Jurnal Hukum, Vol 7, No 1, Februari 2020. 

Media Internet 

KBBI Online. “Hipotek”. https://kbbi.web.id/hipotek diakses pada 10 Juni 2024 

Pukul 23.10 WIB 

https://kbbi.web.id/hipotek


 111 

KBBI Kemendikbud, “Akta”, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akta diakses pada 

tanggal 20 Maret 2024 pukul 13.32 WIB 

Unidroit, “Member States” https://www.unidroit.org/about-unidroit/members-

states-2/  diakses pada 5 Mei 2024 Pukul 15.10 WIB 

Simpel Dephub, https://simpel.dephub.go.id/index.php/front diakses pada 7 Juni 

2024, Pukul 10.15 WIB 

KSU Tanjung Priok, https://ksu-tanjungpriok.dephub.go.id/Site/Content/View/22 

diakses pada 1 Juni 2024, Pukul 10.30 WIB 

KBBI Kemendikbud, “Protokol”, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/protokol 

Diakses pada 2 Juni 2024 Pukul 06.10 WIB 

 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akta
https://www.unidroit.org/about-unidroit/members-states-2/
https://www.unidroit.org/about-unidroit/members-states-2/
https://simpel.dephub.go.id/index.php/front
https://ksu-tanjungpriok.dephub.go.id/Site/Content/View/22
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/protokol

